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PENAWARAN UMUM
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN 
Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah ”Obligasi 
Subordinasi I Bank BII Tahun 2011”.
JENIS OBLIGASI SUBORDINASI 
Obligasi Subordinasi  ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang 
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang 
Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan 
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi 
dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan 
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah 
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAN JATUH 
TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI 
Dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp● (● Rupiah).
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan, 
dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek 
ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak 
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari 
nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi 
menawarkan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi 
dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. 
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal ● sedangkan 
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi 
adalah pada tanggal ●.
Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung 
berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) 
tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan 
Perjanjian Perwaliamatan.
HAK SENIORITAS ATAS HUTANG
Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak 
kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada maupun yang akan ada. Pemegang Obligasi 
Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur preferen, kreditur yang mempunyai 
hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki 
hak tagih yang tidak lebih rendah dari pemegang saham Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi 
biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan aset 
produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang difokuskan pada segmen SME, 
commercial dan consumer. 
Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan 
PBI No. 10/15/PBI/2008 untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

PERNYATAAN HUTANG
Tabel di bawah ini menyajikan posisi kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal  
31 Desember 2010 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 
tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 
tercantum dalam Prospektus Perseroan dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman 
& Surja, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006) tentang “Instrumen Keuangan: Penyajian 
dan Pengungkapan” (“PSAK 50R”) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (“PSAK 55R”) secara prospektif sejak tanggal  
1 Januari 2010.
Saldo kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp67.671.237 
juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN JUMLAH
Kewajiban segera 779.618
Simpanan nasabah

Pihak terkait 43.625
Pihak ketiga 59.858.335

Simpanan dari bank lain
Pihak terkait 26.771
Pihak ketiga 861.022

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 349.166
Kewajiban derivatif 9.705
Kewajiban akseptasi

Pihak terkait 107.293
Pihak ketiga 870.298

Surat berharga yang diterbitkan 1.346.159
Pinjaman diterima

Pihak terkait 345.219
Pihak ketiga 514.618

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 32.292
Hutang pajak 72.833
Kewajiban pajak tangguhan 58.653
Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain

Pihak terkait 18.246
Pihak ketiga 2.377.384

JUMLAH KEWAJIBAN 67.671.237

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, 
serta harus dibaca bersama dengan dan mengacu pada, laporan keuangan konsolidasian auditan 
Perseroan: (i) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal tersebut yang telah disajikan kembali.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP 
Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.50 (Revisi 2006) tentang “Instrumen Keuangan: 
Penyajian dan Pengungkapan” (“PSAK 50R”) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) tentang “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (“PSAK 55R”) secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 
2010 yang laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut  yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP 
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwantono, Suherman & Surja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang 
laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 2009 
sehubungan dengan penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan dan kewajiban atas imbalan kerja 
karyawan jangka panjang lainnya dan yang tercantum dalam Prospektus ini,  telah diaudit oleh KAP 
Haryanto Sahari & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 
tersebut di atas, yang laporannya sebelum penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 
tersebut di atas tidak tercantum dalam Prospektus ini.  Penyesuaian-penyesuaian atas penyajian 
kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja 
(dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh 
IAPI dengan hasil bahwa penyesuaian-penyesuaian tersebut adalah wajar dan telah diterapkan 
dengan semestinya, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen atas laporan 
keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus Perseroan.
A. Informasi Keuangan Konsolidasian
Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2010 2009 2008*

Pendapatan Bunga – Bersih 3.625.089  3.096.117  2.755.981 
Pendapatan Operasional Lainnya 1.945.403  1.573.550  1.268.568
Beban Operasional Lainnya – Bersih (2.857.991)  (3.059.087)  (2.360.670)
Laba/(Rugi) – Bersih 460.989  (40.969)  468.697 
Dividen Tunai -  (144.141)  (202.379)

* Telah disajikan kembali
1. Pendapatan Bunga – Bersih 
Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dan pendapatan provisi dan komisi setelah 
dikurangi beban bunga dan beban provisi serta komisi.
Pendapatan bunga diperoleh dari kredit yang diberikan, piutang pembiayaan konsumen, investasi 
keuangan, penempatan pada BI dan bank lain, giro pada bank lain dan lain-lain. Sedangkan 
pendapatan provisi dan komisi berasal dari komisi kredit diberikan dan jasa administrasi yang 
berkaitan langsung dengan dengan pemberian kredit.
Beban bunga terdiri dari beban bunga simpanan nasabah (giro, tabungan, dan deposito berjangka), 
simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman 
subordinasi, beban asuransi penjaminan simpanan dan lain-lain.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Pendapatan bunga bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2010 adalah sebesar Rp3.625.089 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp528.972 
juta atau 17% dibandingkan tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan bunga 
(termasuk pendapatan provisi dan komisi) sebesar 5% dan penurunan beban bunga (termasuk 
beban provisi dan komisi) bunga sebesar 7%.
Perolehan pendapatan bunga konsolidasian pada tahun 2010 terutama berasal dari pendapatan 
bunga kredit yang diberikan pada periode 2010 yang meningkat sebesar Rp636.289 juta atau 14% 
dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp4.436.332 juta menjadi Rp5.072.621 juta. Pertumbuhan 
pendapatan bunga konsolidasian (termasuk provisi dan komisi) Perseroan tersebut juga dipengaruhi 
oleh implementasi penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang berlaku 
efektif per 1 Januari 2010.  
Sedangkan penurunan beban bunga konsolidasian pada tahun 2010 sebesar 7% disebabkan 
oleh penurunan suku bunga pasar meskipun terdapat kenaikan saldo simpanan nasabah pada 
periode yang sama, dimana penurunan terbesar pada beban bunga deposito berjangka sebesar 
Rp336.878 juta atau 16% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp1.706.468 juta, sedangkan 
beban bunga giro dan tabungan pada tahun 2010 meningkat masing-masing sebesar Rp41.152 
juta atau 33% dan Rp54.165 juta atau 21% dibandingkan tahun 2009. Selain itu pelunasan kembali 
obligasi subordinasi pada bulan April 2010 juga menyebabkan beban bunga Perseroan menjadi 
lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Pada tahun 2009 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari Rp2.755.981 
juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta pada tahun 2009, sebagai akibat makin melebarnya 
selisih bunga (spread) kredit dan simpanan, dimana pendapatan bunga termasuk pendapatan provisi 
dan komisi meningkat 5% sedangkan beban bunga termasuk beban provisi dan komisi mengalami 
penurunan sebesar 2%. Peningkatan ini juga didorong oleh membaiknya rasio komposisi dana 
berbiaya rendah di tahun 2009. 
Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja 
Perseroan melalui peningkatan aktiva produktif yang memberikan yield lebih baik terutama kredit. 
Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di tahun 2009 atau Rp609.739 
juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 
73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 
66%. Selama beberapa tahun terakhir ini, pendapatan bunga kredit telah menjadi kontributor terbesar 
pendapatan bunga Perseroan sedangkan kontribusi pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi 
Pemerintah menurun dari 9% di tahun 2008 menjadi 7% di tahun 2009.
Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami penurunan 
sebesar 2% atau Rp50.875 juta dari Rp3.186.666 juta di tahun 2008 menjadi Rp3.135.791 juta di 
tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh penurunan suku bunga pasar dan membaiknya rasio komposisi 
dana berbiaya rendah, meskipun terdapat kenaikan saldo simpanan nasabah pada periode yang 
sama. Komposisi terbesar beban bunga berasal dari beban bunga deposito berjangka sebesar 
Rp2.043.346  juta atau  65% dari  total beban bunga. Sedangkan total seluruh beban bunga 
simpanan nasabah mencapai 78% dari total beban bunga. Hingga akhir tahun 2009, Perseroan 
telah berhasil mencapai komposisi dana berbiaya rendah yaitu giro dan tabungan sebesar 43% 
dari total simpanan nasabah, yang meningkat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya sebesar 40%.
2.  Pendapatan Operasional Lainnya 
Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non-bunga yang terutama diperoleh dari 
kegiatan layanan transaksi perbankan yang semakin berkembang, termasuk pendapatan administrasi 
dari aktivitas perbankan ritel, transaksi kartu kredit, transaksi mata uang asing dan treasury, 
pembiayaan ekspor dan impor (termasuk structured trade finance), remitansi, bancassurance, 
investment banking serta layanan perbankan lainnya.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Total pendapatan operasional lainnya konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.945.403 juta, meningkat Rp371.853 juta atau 24% dari 
Rp1.573.550 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut 
terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan, peningkatan 
pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan dan transaksi ritel lainnya.
Pada tahun 2010 terdapat keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan investasi 
keuangan (bersih) sebesar Rp76.786 juta, sedangkan pada tahun 2009 terjadi kerugian penjualan 
efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan (bersih) sebesar Rp9.652 juta. Pendapatan 
lainnya tahun 2010 meningkat sebesar Rp317.872 juta atau 27% dibandingkan tahun sebelumnya 
disebabkan peningkatan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan, transaksi kartu kredit, 
penerbitan letter of credit (LC), structured trade finance, remitansi dan transaksi ritel lainnya. 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Sejalan dengan membaiknya kondisi usaha, total pendapatan operasional lainnya konsolidasian 
pada tahun 2009 meningkat 24% dari Rp1.268.568 juta menjadi Rp1.573.550 juta dimana kenaikan 
ini berasal dari aktivitas seperti yang tersebut diatas. 
3. Beban Operasional Lainnya
Beban operasional lainnya merupakan beban non-bunga yang terdiri atas beban umum 
dan administrasi, beban tenaga kerja, serta penyisihan kerugian penurunan nilai bersih atas 
instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, penurunan nilai efek-efek yang 
diperdagangkan dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN 
KEPADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM DAN LK“) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN 
EFEKTIF DARI BAPEPAM DAN LK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK 
INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK MENJADI EFEKTIF. 
PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI 
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN 
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH 
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA 
ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS 
RINGKAS INI.

 

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia 

Kantor Pusat:
Plaza BII, Tower 2

Jl. MH. Thamrin No. 51 
Jakarta 10350   

Telepon: (021) 2300888;  Faksimili: (021) 31934609
Website: www.bii.co.id

Kantor Cabang:
Memiliki 332 kantor domestik yang terdiri dari 68 kantor cabang, 202 kantor cabang pembantu, 57 kantor kas dan 5 kantor cabang syariah  

yang tersebar di 8 kantor wilayah di seluruh Indonesia serta 3 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Mauritius dan Mumbai.  
Selain kantor domestik Perseroan juga memiliki 68 layanan syariah.

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011

Dengan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyaknya-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 
berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar % ( persen) per tahun. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang 
ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)  secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Pokok Obligasi 
Subordinasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu tanggal .
Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi Subordinasi 
dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan 
pada tanggal  2011 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN 
BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI 
JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR 
SUBORDINASI PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH 
YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN 
PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI  DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL 
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari: 
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAA  
(Double A; Stable Outlook)

PT Fitch Rating Indonesia (Fitch):
AA(idn)  

(Double A; Stable Outlook)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus Perseroan.
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PROSPEKTUS RINGKAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Beban operasional lainnya konsolidasian (di luar beban penyisihan penurunan nilai bersih atas 
instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen 
dan kontinjensi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar 
Rp3.564.848 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp625.037 juta atau 21% dari Rp2.939.811 
juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut disebabkan 
oleh meningkatnya beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar 
24% dan 20%, sedangkan kerugian akibat penurunan nilai efek-efek yang diperdagangkan-bersih 
membaik 49% dibandingkan kerugian akibat penurunan nilai tahun sebelumnya. Sedangkan 
kenaikan pada beban umum dan administrasi disebabkan oleh kegiatan ekspansi jaringan kantor 
cabang dan ATM, meningkatnya beban pelatihan dan pengembangan karyawan, beban promosi 
untuk memperkuat brand dan memasarkan produk-produk baru Perseroan. Dampak dari kenaikan 
tersebut tercermin pada kenaikan rasio cost to income konsolidasian pada akhir tahun 2010 yang 
sebesar 63,99%, lebih tinggi sedikit dari sebesar 62,96% pada akhir tahun 2009.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Beban operasional lainnya konsolidasian, di luar beban penyisihan kerugian penurunan nilai (bersih) 
atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian 
komitmen dan kontinjensi pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp2.939.811 juta, meningkat 16% dari 
sebesar Rp2.541.684 juta pada tahun 2008. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya 
beban umum dan administrasi sebesar 15% dan beban tenaga kerja sebesar 6%. Peningkatan beban 
umum dan administrasi terjadi akibat meningkatnya beban administrasi, beban premi asuransi serta 
biaya jasa untuk berbagai proyek termasuk ekspansi jaringan kantor cabang dan ATM.
Beban  tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 6% atau Rp75.743 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan penambahan karyawan pada Anak Perusahaan dan pembentukan cadangan untuk 
mengakui manfaat atas imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya yang belum pernah 
dicadangkan. Rasio cost to income mengalami perbaikan dari sebesar 63,15% pada tahun 2008 
menjadi sebesar 62,96% pada tahun 2009.
4.  Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (Bersih) atas Instrumen Keuangan, 

Penyisihan Kerugian atas Aset Non-Produktif dan Estimasi Kerugian Komitmen dan 
Kontinjensi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat 
bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. 
Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai 
telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut 
sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, 
yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset 
keuangan yang dapat diestimasi secara handal. 
Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti obyektif 
penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan 
yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai (bersih) atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian 
atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi konsolidasian untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.238.546 juta, yang mengalami 
penurunan sebesar Rp454.280 juta atau 27% dari Rp1.692.826 juta pada tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2009 
Perseroan menetapkan kebijakan yang lebih konservatif terhadap penyisihan penurunan nilai dengan 
melakukan penilaian menyeluruh terhadap portofolio yang ada dan menambah penyisihan penurunan 
nilai untuk beberapa debitur korporasi yang memburuk kondisinya. Sejak tanggal 1 Januari 2010, 
pada setiap tanggal neraca, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 
2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang dilakukan secara prospektif.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Pada tahun 2008, kebijakan pembentukan penyisihan kerugian Perseroan mengacu kepada 
peraturan BI. Namun pada tahun 2009, Perseroan secara proaktif melakukan assessment terhadap 
masing-masing debitur kredit dan memberikan penelaahan terhadap pembentukan penyisihan 
kerugian serta melakukan pembentukan cadangan kerugian kredit diatas nilai minimum yang 
diharuskan ketentuan BI. Perseroan juga melakukan futuristic view terhadap beberapa debitur, 
industri dan daerah yang dianggap berpotensi bermasalah.
Beban penyisihan penurunan nilai (bersih) atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas 
aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi konsolidasian pada tahun 
2009 sebesar Rp1.692.826 juta, meningkat 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan 
signifikan ini disebabkan Perseroan menetapkan kebijakan yang lebih konservatif terhadap 
penyisihan kerugian aset produktif dan non-produktif setelah melakukan penilaian menyeluruh 
terhadap portofolio yang ada.
5. Laba / (Rugi) Bersih
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan membukukan laba setelah 
pajak sebesar Rp460.989 juta, naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2009 yang 
mencatat kerugian bersih sebesar Rp40.969 juta. Hal ini didukung oleh pertumbuhan yang kuat 
diseluruh bisnis inti dan perbaikan yang berkesinambungan di semua lini operasional.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Perseroan mencatat kerugian (bersih) konsolidasian sebesar Rp40.969 juta pada tahun 2009, 
merupakan penurunan signifikan dari laba bersih tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan 
karena pada tahun 2008 Perseroan memperoleh pendapatan non operasional “one-off” dari penjualan 
aset kantor luar negeri yang tidak beroperasi lagi dan beberapa investasi tertentu, sementara pada 
tahun 2009 terdapat pembentukan beban penyisihan kerugian penurunan nilai (bersih) atas instrumen 
keuangan (termasuk estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi serta penyisihan kerugian atas 
aset non-produktif) sebesar Rp1.692.826 juta, karena Perseroan menerapkan kebijakan yang lebih 
konservatif pada penyisihan kerugian aset produktif dan non-produktif setelah melakukan penilaian 
menyeluruh terhadap portofolio yang ada.
B. Perkembangan Pengelolaan Aset, kewajiban dan ekuitas konsolidasian
1.  Aset
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Jumlah aset konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2010 sebesar Rp75.130.433 juta, meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun 
2009. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan simpanan nasabah sebesar 27% yang 
kemudian disalurkan dalam bentuk aset produktif berupa kredit yang diberikan dan piutang 
pembiayaan konsumen, penempatan pada BI dan bank lain, investasi keuangan dan efek-efek 
yang diperdagangkan serta aset produktif lainnya. 
Pertumbuhan portofolio kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) 
konsolidasian sebesar 36% dari Rp39.643.435 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 
Rp53.735.835 juta pada tanggal 31 Desember 2010.  Pertumbuhan kredit yang diberikan tersebut 
melampaui rata-rata pertumbuhan industri (berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Desember 
2010, pertumbuhan kredit industri bank umum adalah sebesar 23%). Adapun aset produktif lainnya 
gross di luar kredit yang diberikan tumbuh sebesar 15% menjadi Rp14.360.707 pada tahun 2010 
dibandingkan Rp12.473.373 pada tahun 2009.

Perseroan senantiasa mengelola aset produktif dengan mengarahkan portofolio pada aset produktif 
yang memberikan hasil yang lebih tinggi dengan selalu menjaga tingkat likuiditas Perseroan pada 
level yang aman. Komposisi aset produktif konsolidasian Perseroan pada tahun 2010 meliputi 79% 
kredit yang diberikan dan piutang pembiayaan konsumen, 11% investasi keuangan dan efek-efek 
yang diperdagangkan, 8% penempatan pada BI dan bank lain, serta 2% aset produktif lainnya.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp4.097.484 juta atau 7% 
dari Rp56.868.290 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp60.965.774 juta 
pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh 
peningkatan kredit yang diberikan gross sebesar 6% dari Rp35.245.225 juta pada tanggal  
31 Desember 2008 menjadi Rp37.370.282 juta, sebaliknya piutang pembiayaan konsumen 
menurun dari Rp3.058.686 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp2.273.153 juta. 
Jumlah investasi keuangan (termasuk obligasi rekapitalisasi Pemerintah dan penyertaan saham) 
pada tanggal 31 Desember 2009 juga mengalami peningkatan sebesar Rp433.223 juta atau 5% 
dibandingkan tanggal 31 Desember 2008, dimana jumlah obligasi rekapitalisasi Pemerintah hanya 
meningkat 1% dari Rp5.304.434 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp5.338.303 juta 
pada tanggal 31 Desember 2009.
Guna mempertahankan kecukupan likuiditas jangka pendek sehubungan dengan rencana ekspansi 
usaha, aset likuid selama tahun 2009 mengalami peningkatan. Saldo giro pada BI meningkat 
128% menjadi Rp6.188.335 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp2.712.139 juta pada 
tanggal 31 Desember 2008. Demikian juga halnya dengan giro pada bank lain gross meningkat 
sebesar Rp641.317 juta atau 139% dari Rp461.464 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi 
Rp1.102.781 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Di lain pihak, penempatan pada BI dan bank 
lain gross mengalami penurunan sebesar 33% atau Rp689.912 juta menjadi Rp1.399.699 juta pada 
tanggal 31 Desember 2009 dari Rp2.089.611 juta pada tahun sebelumnya.
2. Klasifikasi Kredit
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Berkat pengelolaan portofolio kredit secara aktif, kualitas kredit dapat dijaga dibawah nilai maksimum 
yang ditentukan oleh BI sebesar 5%. Rasio NPL (gross) konsolidasian Perseroan pada akhir tahun 
2010 sebesar 3,09% sedangkan rasio NPL (net) sebesar 1,74%, meningkat dibandingkan tahun 2009 
dimana rasio NPL (gross) sebesar 2,42% dan rasio NPL (net) sebesar 1,58%. Hal ini disebabkan 
karena masih rawannya kondisi usaha beberapa debitur korporasi setelah ancaman ekonomi global 
dan pasar uang, yang berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban hutangnya.
Untuk mengendalikan kualitas kredit dengan baik, Perseroan senantiasa menerapkan pengawasan 
kredit yang ketat, memperkuat manajemen risiko, melakukan pengawasan melekat terhadap debitur 
yang ada, implementasi program restrukturisasi kredit yang lebih cepat, serta secara bertahap 
berupaya memperbaiki rasio NPL. Provision Coverage konsolidasian Perseroan mengalami 
penurunan dari sebesar 97,20% per 31 Desember 2009 menjadi 85,91% per 31 Desember 2010.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan, rasio NPL (gross) konsolidasian Perseroan 
pada akhir tahun 2009 hanya sebesar 2,42% sedangkan rasio NPL (net) konsolidasian sebesar 
1,58%, menurun dibandingkan tahun 2008 dimana rasio NPL (gross) konsolidasian sebesar 3,20% 
dan rasio NPL (net) konsolidasian sebesar 2,00%. Dengan pengendalian kredit yang ketat, program 
restrukturisasi kredit yang lebih cepat dan pengawasan seksama terhadap debitur, Perseroan 
dapat mengendalikan kualitas kreditnya. Selain itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan yang 
lebih konservatif pada penyisihan kerugian kreditnya. Provision Coverage konsolidasian Perseroan 
mengalami peningkatan dari sebesar 80,36% per 31 Desember 2008 menjadi 97,20% per  
31 Desember 2009.
3. Komposisi kredit: Rupiah dan mata uang asing
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Perseroan terus berupaya agar pengelolaan atas simpanan dana pihak ketiga yang digunakan untuk 
penyaluran kredit secara optimal sehingga dapat diperoleh laba secara maksimal.  
Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio - LDR) 
konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar 
89,03%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2009 sebesar 82,93%. Pada tahun 2010, 
LDR Rupiah konsolidasian Perseroan adalah sebesar 100,96%, sedangkan LDR dalam mata uang 
asing pada periode yang sama tercatat sebesar 60,26%. Untuk masa yang akan datang, Perseroan 
menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas secara prudent sekaligus mengoptimalkan 
sumber dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan dana pihak ketiga konsolidasian Perseroan pada 
tahun 2009 adalah sebesar 82,93% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 86,53% 
dimana hal ini mencerminkan kehati-hatian Perseroan dalam penyaluran dana, sehingga likuiditas 
Perseroan tetap terjaga. Kebijakan Perseroan dalam pengelolaan risiko likuiditas secara prudent 
bertujuan untuk mengoptimalkan sumber dana sehingga tercapai tingkat profitabilitas yang maksimal 
dengan tetap menjaga stabilitas dana pihak ketiga yang difokuskan kepada penghimpunan dana 
berbiaya rendah melalui peningkatan pelayanan nasabah, perbaikan infrastruktur dan program-
program promosi. Pada tahun 2009, LDR Rupiah konsolidasian Perseroan adalah sebesar 92,91%, 
sedangkan LDR dalam mata uang asing pada periode yang sama tercatat sebesar 57,97%.
4. Kewajiban
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Jumlah kewajiban konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2010 sebesar Rp67.671.237 juta, meningkat 22% atau sebesar Rp12.132.515 juta 
dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama berasal 
dari simpanan nasabah sebesar 27% atau Rp12.560.712 juta, didukung oleh pertumbuhan semua 
produk  simpanan nasabah  terutama deposito yang meningkat sebesar 33% atau Rp8.993.134 
juta, sedangkan giro dan tabungan (CASA) meningkat 17% atau Rp3.567.578 juta. Pada April 2010 
Perseroan telah melaksanakan opsi pelunasan kembali obligasi subordinasi sebesar USD150 juta, 
sehingga kewajiban Perseroan menjadi berkurang.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Jumlah kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp55.538.722 
juta, meningkat 7% atau sebesar Rp3.731.263 juta dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 
2008. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kewajiban segera dan simpanan dari 
bank lain masing-masing meningkat sebesar 96% dan 94%, sedangkan pinjaman yang diterima, 
surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman subordinasi menurun masing-masing sebesar 36%, 
35% dan 14%.
5. Simpanan Nasabah
Simpanan nasabah adalah dana-dana yang dihimpun dari simpanan masyarakat dalam bentuk 
giro, tabungan, dan deposito berjangka. 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 total simpanan nasabah konsolidasian 
Perseroan tercatat sebesar Rp59.901.960 juta, meningkat sebesar Rp12.560.712 juta atau 27% 
dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2009, didukung oleh pertumbuhan semua produk simpanan 
nasabah. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kepercayaan dan keyakinan nasabah terhadap 
Perseroan. Produk deposito tumbuh signifikan sebesar Rp8.993.134 juta atau 33%, menjadi 
Rp35.846.915 juta pada akhir tahun 2010, demikian juga dengan produk giro meningkat sebesar 
15% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp10.255.165 juta, dan produk tabungan meningkat 
sebesar 19% menjadi Rp13.799.880 juta pada akhir tahun 2010. Giro dan tabungan (CASA) yang 
berbiaya lebih rendah memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap total simpanan nasabah. 
Komposisi CASA sedikit menurun pada tahun 2010 dibandingkan periode sebelumnya karena 
fokus Perseroan adalah pada pertumbuhan deposito berjangka untuk memanfaatkan momentum 
pertumbuhan kredit. Di masa yang akan datang, Perseroan akan terus berupaya memperbaiki 
komposisi dana berbiaya rendah untuk memperoleh margin yang lebih tinggi. 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Pada tanggal 31 Desember 2009 total simpanan nasabah konsolidasian Perseroan tercatat sebesar 
Rp47.341.248 juta, meningkat sebesar Rp3.816.022 juta atau 9% dibandingkan pada tanggal  
31 Desember 2008. Peningkatan terjadi pada semua jenis simpanan yaitu giro sebesar Rp1.729.100 
juta atau 24%, tabungan sebesar Rp1.226.586 juta atau 12%, dan deposito sebesar Rp860.336 juta 
atau 3%. Giro dan tabungan (CASA) yang berbiaya lebih rendah memberikan kontribusi sebesar 
43% terhadap total simpanan nasabah.
6. Ekuitas
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
Per 31 Desember 2010 jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp1.970.745 juta 
atau 38% menjadi Rp7.229.704 juta. Peningkatan ekuitas berasal dari peningkatan modal disetor 
melalui hasil penawaran umum terbatas (right issue) yang dilaksanakan pada bulan April 2010 
sejumlah Rp1.402.573 juta dan perolehan laba bersih yang signifikan pada tahun 2010.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
Per 31 Desember 2009 jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp5.258.959 juta, meningkat 
7% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh penurunan 
kerugian yang belum direalisasi atas investasi keuangan (efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah 
yang tersedia untuk dijual) sebesar Rp525.924 juta dari rugi Rp882.486 juta per 31 Desember 2008 
menjadi rugi Rp356.562 juta per 31 Desember 2009.

RISIKO USAHA
Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional sebuah bank dan dapat mempengaruhi hasil 
usaha dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk 
itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan 
dengan arahan regulator, perkembangan bisnis perbankan serta acuan Basel II.
Risiko yang akan diungkapkan di bawah ini merupakan risiko yang berpengaruh besar terhadap 
kegiatan usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan.
Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:
1) Risiko Kredit
2) Risiko Pasar
3) Risiko Likuiditas
4) Risiko Operasional
5) Risiko Hukum
6) Risiko Reputasi
7) Risiko Stratejik
8) Risiko Kepatuhan

Risiko Terkait Dengan Sektor Perbankan Indonesia:
1) Risiko Persaingan
2) Risiko Sumber Daya Manusia
3) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4) Risiko Bencana Alam
5) Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, Politik dan Keamanan

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Anak Perusahaan
1) Risiko Pembiayaan
2) Risiko Pendanaan
3) Risiko Persaingan
4) Risiko Operasional
5) Risiko Teknologi
6) Risiko Tingkat Ketersediaan dan Permintaan Atas Kendaraan Bermotor
Selain dari risiko-risiko yang telah disebutkan di atas, Obligasi Subordinasi Perseroan juga 
mengandung risiko investasi bagi para Pemegang Obligasi Subordinasi. Risiko yang mungkin 
dihadapi oleh investor pembeli Obligasi Subordinasi adalah tidak likuidnya Obligasi Subordinasi 
yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian 
Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH  
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada kejadian dan transaksi 
penting yang mempunyai dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha 
konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen  
29 Maret 2011 yang tercantum dalam Prospektus ini, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan 
pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah 
diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 
oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai 
penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006) tentang “Instrumen 
Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” (“PSAK 50R”) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang 
“Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (“PSAK 55R”) secara prospektif sejak tanggal 
1 Januari 2010 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Mei 1959 yang 
dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris pengganti Eliza Pondaag, SH, Notaris di 
Jakarta. Akta Pendirian tersebut kemudian diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perubahan No. 
9 tanggal 4 Agustus 1959 dan Akta No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 keduanya dibuat dihadapan 
Eliza Pondaag, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri 
Muda Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/112/18 tanggal  
2 November 1959 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2114, 
2115 dan 2116 semuanya tertanggal 5 November 1959, serta diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 37 tanggal 6 Mei 1960 Tambahan No. 122.
Selanjutnya pada tanggal 26 Maret tahun 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah 
menyetujui pengeluaran saham baru Seri D dengan melalui mekanisme PUT V kepada para 
pemegang saham (Rights Issue V) sebesar 6.253.554.529 saham dengan Harga Penawaran sebesar 
Rp225 per saham, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat No. 38 tanggal 26 Maret 
2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Dengan dilaksanakannya Rights Issue V dimaksud maka susunan permodalan dan pemegang 
saham Perseroan per tanggal 21 April 2010 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 42 tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, 
SH, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, serta telah diterima dan dicatat dibawah bukti penerimaan dan pemberitahuan  
No. AHU-AH.01.10-30430 tanggal 26 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AH U-0085986.Tahun 2010, tanggal 26 November 2010, struktur modal ditempatkan dan 
disetor Perseroan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.407.411.109.803 yang terdiri dari 
56.281.990.760 saham dengan perincian sebagai berikut:
- Sebesar 388.146.231 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp900 per saham;
- Sebesar 8.891.200.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp225 per saham; dan
- Sebesar 47.002.644.529 Saham Seri D dengan nilai nominal Rp22,5 per saham.
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
Komposisi permodalan saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Biro 
Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Jutaan Rp)

Persentase 
(%)

Modal Dasar: 476.608.857.231 12.864.766
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Berdasarkan Seri:
Saham Seri A 388.146.231 349.332
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520
Saham Seri D 47.002.644.529 1.057.559
Jumlah 56.281.990.760 3.407.411

Berdasarkan Susunan Pemegang Saham:
1. Sorak Financial Holdings Pte., Ltd. 30.576.944.900 - 54,33
2. Mayban Offshore Corporate Services 
(Labuan) Sdn., Bhd.

24.223.277.491 - 43,04

3. Masyarakat 1.481.768.369 - 2,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh

56.281.990.760 3.407.411 100,00

Modal Dalam Portepel 420.326.866.471 9.457.355
Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, perincian atas saham-
saham tanpa warkat tidak dapat dibedakan jumlah saham per seri yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang saham dikarenakan setiap seri saham memiliki sifat yang sama dan hanya 
berbeda nilai nominalnya sehingga perdagangan dan pencatatan atas saham-saham tanpa warkat 
tersebut tidak dapat lagi dibedakan menurut seri saham.
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53, tanggal 
14 Desember 2010, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Penerimaan 
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-0159, tanggal 12 Januari 2011, dan telah didaftarkan pada Daftar 
Perseroan No. AHU-0002562.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 12 Januari 2011, susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Komisaris : Dato’ Sri Abdul Wahid bin Omar
Komisaris : Spencer Lee Tien Chye
Komisaris Independen : Putu Antara
Komisaris Independen : Umar Juoro
Komisaris Independen : Taswin Zakaria
Komisaris Independen : Budhi Dyah Sitawati

Direksi:

Presiden Direktur : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Ghazali Bin Mohd Rasad
Direktur : Thilagavathy Nadason
Direktur : Rahardja Alimhamzah
Direktur : Stephen Liestyo
Direktur merangkap  
Direktur Kepatuhan

: Rita Mirasari

Direktur : I Gusti Made Mantera
Direktur  : Jenny Wiriyanto
Direktur  : Hedy Maria Helena Lapian*

* Dalam proses Fit & Proper Test BI
Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada Anak 
Perusahaan sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan usaha Persentasi 
Kepemilikan

1. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM”) Pembiayaan 50,03%
2. PT BII Finance Center (“BFC”) Pembiayaan  99,99%   

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
A. UMUM
Perseroan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia (sumber: laporan Statistik Perbankan 
Indonesia Vol. 9 No. 1 Desember 2010) dengan didukung jaringan sebanyak 68 kantor cabang, 
202 kantor cabang pembantu, 57 kantor kas dan 5 kantor cabang syariah yang tersebar di 8 kantor 
wilayah di seluruh Indonesia serta 3 (tiga) kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman 
Islands, Mauritius dan Mumbai per 30 Maret 2011. Selain kantor domestik, Perseroan juga memiliki 
68 layanan syariah. Perseroan juga telah terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung 
dalam Jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan Malaysian Electronic Payment 
System (MEPS) dan sekaligus juga terhubung dengan lebih dari 2.000 ATM Maybank di Malaysia 
dan Singapura.
Perseroan menyediakan serangkaian jasa keuangan melalui kantor cabang dan jaringan ATM, 
phone banking dan internet banking. Perseroan memiliki fokus pada 3 (tiga) sektor bisnis yaitu 
SME/Commercial, Consumer dan Corporate.  
Unit Usaha Syariah Perseroan berhasil meraih peringkat pertama dalam Banking Service Excellence 
Award 2009 yang diselenggarakan oleh Market Research Indonesia (MRI) dan Majalah Infobank. 
Perseroan mendapat penghargaan terbaik Domestic FX provider untuk innovative FX products and 
structured ideas dari ASIAMONEY pada tahun 2009.
Layanan Wealth Management Perseroan pada saat ini telah hadir pada cabang-cabang Platinum 
Access yang berada di berbagai lokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan. 
Perseroan juga terpilih sebagai salah satu perusahaan publik terbaik dengan penghargaan Best 
Wealth Creators Award 2009 dan masuk peringkat SWA 100 pada tahun  2009. 
Perseroan telah melakukan berbagai penyempurnaan teknologi informasi dan aplikasi bisnis yang 
penting guna mendukung pertumbuhan kinerja Perseroan. Perseroan juga dikenal sebagai perintis 
penggunaan beberapa teknologi perbankan terdepan diantaranya sebagai berikut:
=	 Bank pertama yang menerbitkan kartu kredit dengan smart chip (1997)
=	 Bank pertama yang menyediakan layanan internet banking (1998)
=	 Bank pertama yang menyediakan layanan CDM/Cash Deposit Machine (2003)
=	 Bank pertama yang menerbitkan Kartu Syariah yang memiliki tiga fungsi sebagai kartu charge 

card, ATM dan debit (2004)
=	 Bank pertama yang meluncurkan ATM Dolar Singapura (2007)
Dukungan Maybank selaku pemegang saham pengendali, yang merupakan bank terbesar 
di Malaysia dan memiliki jaringan perbankan regional serta komitmen yang tinggi terhadap 
perkembangan Perseroan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan nasabahnya.  
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF
Keunggulan kompetitif Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Memiliki keunggulan dalam jasa layanan dan relationship dengan nasabah;
2) Memiliki pangsa pasar dan fokus bisnis yang dominan di segmen Small and Medium 

Enterprises (SME);
3) Inovatif dalam menciptakan produk dan aktivitas baru;
4) Jaringan distribusi layanan yang luas;
5) Sinergi dengan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan.
C. KEGIATAN USAHA
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menempatkan pelayanan kepada nasabah 
sebagai unsur penting dalam pencapaian target finansial, yang pada akhirnya membangun 
loyalitas nasabah dan menghasilkan pertumbuhan pendapatan. Dengan dukungan dari seluruh 
jajaran manajemen dan karyawan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mencapai standar 
pelayanan prima dengan tujuan menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia dengan tingkat 
profitabilitas yang optimal.
Pada saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya melalui 5 (lima) Strategic Business Unit 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. CONSUMER BANKING
Consumer Banking memberikan serangkaian produk dan layanan perbankan yang lengkap dan 
berkualitas, sesuai dengan kebutuhan nasabah baik dalam bentuk pinjaman maupun simpanan.
Produk Simpanan (Funding)
Produk simpanan yang ditawarkan oleh Perseroan mencakup tabungan, giro dan deposito berjangka. 
Produk-produk tersebut akan terus dikembangkan dengan berbagai inovasi serta didukung oleh 
beragam program menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan segmen nasabah perbankan. 
Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan fasilitas pendukung transaksi seperti penambahan 
jaringan kantor dan ATM (termasuk pengembangan fitur-fiturnya), electronic channels seperti internet 
banking dan mobile banking.
Produk Pinjaman (Consumer Lending)
Produk-produk pinjaman consumer Perseroan terdiri dari Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR), Kredit Multiguna dan Kredit Kendaran Bermotor (KKB). 



Wealth Management
BII Platinum Access merupakan layanan wealth management yang diberikan kepada para nasabah 
prioritas melalui layanan yang eksklusif dan produk-produk investasi yang berkualitas yang dirancang 
sebagai alternatif solusi keuangan. Layanan wealth management memberikan nasabah prioritas 
mendapatkan end-to-end benefit yang dilakukan secara personalized oleh Relationship Managers 
(RM) yang kompeten dan profesional untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangannya.
Sebagai salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam memberikan layanan terbaik kepada 
nasabah prioritas, Perseroan memperluas layanan ekslusif BII Platinum Access di lokasi-lokasi 
yang strategis.  
2. CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
Corporate & Investment Banking merupakan salah satu kekuatan Perseroan, dimana Perseroan 
memiliki hubungan bisnis yang telah terjalin dengan baik dengan berbagai perusahaan terkemuka 
di Indonesia.
Corporate & Investment Banking mengelola nasabah debitur korporasi dan financial institutions 
Perseroan dengan target market utama adalah “best business” yaitu perusahaan dan industri 
yang prospektif.
Corporate & Investment Banking menawarkan beragam produk dan jasa yang lengkap, mulai dari 
produk kredit (baik berupa kredit bilateral maupun kredit sindikasi), hingga berbagai produk jasa 
seperti trade finance, structured trade and commodity finance, cash management, jasa treasury 
serta produk-produk structured finance.
Untuk dapat terus mendukung pengembangan bisnis Perseroan di bidang korporasi, struktur 
organisasi Direktorat Corporate & Investment Banking telah disempurnakan menjadi organisasi 
yang berfokus pada industri (industry focused organization) dan berdasarkan jenis nasabah serta 
berdasarkan kondisi geografis untuk nasabah-nasabah Perseroan yang berada di kantor-kantor 
regional.
Sektor-sektor ekonomi yang saat ini menjadi fokus pembiayaan adalah sektor yang berkaitan 
dengan perkebunan, kelistrikan, minyak dan gas bumi, pertambangan dan transportasi laut yang 
berkaitan dengan minyak dan gas bumi, pertambangan serta komoditas. Sektor-sektor lain yang 
juga menjadi perhatian untuk tumbuh diantaranya sektor manufaktur, consumer, general contractor, 
trading & retailing, telekomunikasi, multifinance dan property.
Produk Kredit dan Layanan Perbankan Korporasi
Corporate & investement Banking menawarkan beragam produk dan jasa yang lengkap, mulai 
dari produk kredit (berupa kredit bilateral maupun kredit sindikasi bersama-sama dengan bank/
lembaga keuangan lain), hingga berbagai produk jasa seperti trade finance, structured trade and 
commodity finance, cash management, corporate advisory, corporate finance, jasa treasury serta 
produk-produk structured finance.
3. SME DAN COMMERCIAL BANKING 
SME dan Commercial Banking fokus dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pada segmen 
usaha kecil, menengah dan komersial.  
Nasabah SME dan Commercial Banking dikelompokkan dalam 2 (dua) sub segmen, yaitu:
a.  SME mencakup nasabah usaha kecil, menengah dan menengah atas (emerging business) 

dengan penjabaran sebagai berikut:
i.  Kecil; plafond kredit maksimal Rp500 juta
ii. Menengah; plafond kredit > Rp500 juta hingga Rp5 miliar
iii. Menengah Atas (emerging  business); plafond kredit > Rp5 miliar hingga Rp25 miliar

b.  Commercial adalah nasabah yang memiliki usaha dengan kemampuan menyerap kredit 
diatas Rp25 miliar hingga Rp100 miliar. Agar Perseroan dapat melayani kebutuhan nasabah 
commercial secara lebih menyeluruh dan terfokus, mulai awal tahun 2011 Perseroan telah 
menurunkan plafond kredit commercial menjadi diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp75 
miliar. 

Tujuan Perseroan dalam melakukan klasifikasi plafond kredit seperti yang telah dijelaskan di atas 
adalah agar Perseroan dapat memberikan layanan terbaik kepada setiap segmen nasabah sesuai 
dengan karakteristik dan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah yang pada 
akhirnya akan mempercepat pencapaian target kredit dan pendapatan jasa perbankan lainnya.
Penyaluran kredit  SME dilakukan melalui jaringan cabang Perseroan yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip four eyes secara berjenjang. Dalam rangka 
memenuhi kebutuhan nasabah kredit kecil dan menengah akan proses persetujuan kredit yang 
cepat,  Perseroan telah menyiapkan infrastruktur pemutusan aplikasi kredit kecil dan menengah 
secara online dengan menggunakan Customer Acquisition System (CAS) dimana didalamnya 
terdapat fitur scoring system.   
4.  UNIT USAHA SYARIAH (UUS) 
UUS merupakan unit kerja Perseroan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 
syariah. 
UUS Perseroan mulai beroperasi pada tanggal 20 Mei 2003, dengan target market platinum (high 
network individual) dengan nama BII Syariah Platinum Access (BSPA). Pada tahun 2005, UUS 
memperluas target market ke segmen retail/reguler dengan tetap mempertahankan nasabah-
nasabah platinum serta fokus kepada pembiayaan SME dan Commercial.
UUS menyediakan jasa keuangan syariah yang terintegrasi (integrated islamic financial service) 
dengan berbagai pilihan pelayanan mulai dari reguler sampai dengan platinum. Syariah banking 
memiliki layanan perbankan syariah yang prima dengan melaksanakan fungsi bisnis dan operasional 
bank secara efisien, efektif, aman dan berkualitas sehingga menjadi bank yang diakui memiliki 
kualitas pelayanan dan inovasi produk berstandar internasional.
Pada 31 Desember 2010, UUS memiliki distribution channels yang meliputi 5 (lima) kantor cabang 
syariah yang tersebar di  5 (lima) kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Banda Aceh) 
dan memiliki 68 layanan syariah/office channeling yang terhubung secara online baik sesama kantor 
cabang syariah, layanan syariah dan kantor cabang Perseroan lainnya yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Selain itu, syariah banking juga dapat melakukan transaksi melalu ATM melalui Jaringan 
ATM Perseroan, Jaringan ATM BCA, Jaringan Prima, ALTO dan ATM Bersama termasuk transaksi 
belanja melalui jaringan MasterCard International. 
5. GLOBAL MARKETS GROUP
Global Markets Group menawarkan jasa layanan transaksi valuta asing (spot, forward dan 
swap), pasar uang (interbank taking/placement, Sertifikat BI, Repo) dan surat berharga (SUN, 
ORI, Sukuk). 
Global Markets Group menyediakan layanan transaksi valuta asing dan pasar uang kepada segmen 
nasabah yang terdiri dari nasabah Institusi Keuangan, Corporate Banking, SME dan Commercial 
yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Fungsi utama dari Global Markets Group adalah mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap 
memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh BI di dalam peraturan mengenai GWM 
dan PDN. 
Pada saat ini, aktivitas Global Markets Group selain dilakukan di Kantor Pusat, juga dilakukan melalui 
13 cabang Branch Treasury Support (BTS) yang tersebar di 10 kota besar, yaitu Medan, Batam, 
Jakarta (4), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan dan Makassar.  
D. JARINGAN KANTOR CABANG PERSEROAN 
Berikut merupakan keterangan mengenai jaringan kantor cabang Perseroan per  
30 Maret 2011:

WILAYAH KANTOR 
CABANG

KANTOR  
CABANG 

PEMBANTU

KANTOR 
KAS

KANTOR 
CABANG 
SYARIAH

LAYANAN 
SYARIAH ATM/CDM

RegionaI 1 – Sumatera
Wisma BII Lt. 3 Jl. Diponegoro 

No. 18 Medan
13 29 11 1 - 154 / 1

Regional 2 – Thamrin, Jakarta
Plaza BII Tower 1 Lt. 7 Jl. 

M.H.Thamrin Kav. 22  
No. 51 Jakarta

6 33 9 1 16 154 / 5

Regional 3 – Juanda, Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 37-38 
Jakarta

5 310 7 - - 128 / 1

Regional 4 – Ekajiwa, Jakarta
Gedung Wisma Eka Jiwa  

lt. 6, Jl. Mangga Dua Raya, 
Jakarta

7 33 7 - - 107 / 2

Regional 5 – Jawa Barat 
Jl. Asia Afrika No. 113 
Bandung

4 17 4 1 20 68 / 1

Regional  6 – Jawa Tengah 
dan DIY Jl. Pemuda No. 150 
Semarang

9 14 7 1 21 97 / 1

Regional 7 – Jawa Timur, Bali  
dan Nusa Tenggara 
Jl. Pemuda No. 60-70 
Surabaya

11 34 8 1 11 162 / 2

Regional 8 – Indonesia Bagian 
Timur Jl. A.Yani No. 811 
Balikpapan

13 11 4 - - 83 / 2 

Total 68 202 57 5 68 953 / 15
Selain dari kantor cabang domestik yang telah dijelaskan di atas, Perseroan juga memiliki 3 (tiga) 
kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Mauritius dan Mumbai.
E. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Indonesia diharapkan akan memperoleh peningkatan status investment grade pada tahun 2011 
yang akan mendorong tingginya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, 
diperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh pesat di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan 
hasil riset internal Perseroan terhadap kondisi pasar, perekonomian Indonesia diperkirakan 
akan tumbuh sebesar 6,42% pada tahun 2011, 6,60% pada tahun 2012 dan 6,80% pada tahun 
2013. Untuk memanfaatkan momentum kondisi pasar yang kondusif di tahun-tahun mendatang, 
Perseroan telah mengidentifikasikan inisiatif-inisiatif baru yang akan diimplementasikan agar 
momentum pertumbuhan dapat dipertahankan sekaligus meningkatkan kapabilitas Perseroan 
dalam kegiatan usahanya. 
Dengan mempertimbangkan aspirasi Perseroan, arah kebijakan bisnis yang telah ditetapkan dan 
mempertimbangan potensi pasar, berikut adalah langkah-langkah strategis yang akan diterapkan 
Perseroan: 
1) Membuka jaringan kantor baru dengan pilihan lokasi yang dapat mendukung pertumbuhan 

bisnis Perseroan.
2) Menghadirkan teknologi yang inovatif dan mampu menjadi solusi pilihan nasabah dalam 

bertransaksi (innovative customer-centric solution).
3) Menerapkan sistem operasional yang cost-effective, otomatis dan sentralisasi. 
4) Merancang manajemen risiko yang handal untuk bisnis segmen usaha kecil dan 

menengah.
5) Mengembangkan relationship bankers team untuk mendorong peningkatan bisnis melalui 

cross selling produk dan jasa Bank, memperkuat hubungan bisnis dengan nasabah dan 
meningkatkan customer loyalty.

Tingginya tingkat persaingan pada industri perbankan menjadi perhatian khusus dari Manajemen 
Perseroan. Namun, mengingat pasar Indonesia yang luas dengan penetrasi perbankan yang masih 
rendah dan didukung oleh kondisi makro ekonomi yang kondusif maka opportunity untuk dapat 
meningkatkan kinerja Perseroan masih terbuka lebar. Keberadaan Perseroan sebagai bagian dari 
Maybank Group dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah Perseroan. Sinergi dengan Maybank 
membuka akses Perseroan untuk melayani kebutuhan nasabah dan transaksi regional di seluruh 
wilayah Maybank beroperasi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang 
bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan: (i) pada tanggal 31 Desember 
2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) pada tanggal 
31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut 
yang telah disajikan kembali.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus Perseroan telah diaudit 
oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006) tentang “Instrumen Keuangan: 
Penyajian dan Pengungkapan” (“PSAK 50R”) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (“PSAK 55R”) secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 
2010 yang laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut  yang tercantum dalam Prospektus Perseroan telah diaudit oleh KAP 
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwantono, Suherman & Surja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang 
laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 
2009 sehubungan dengan penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan dan kewajiban atas 
imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya dan yang tercantum dalam Prospektus Perseroan,  
telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 
oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukan penyajian kembali 
laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, yang laporannya sebelum penyajian kembali 
laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas tidak tercantum dalam Prospektus Perseroan.  
Penyesuaian-penyesuaian atas penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 
tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh 
KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan hasil bahwa penyesuaian-penyesuaian 
tersebut adalah wajar dan telah diterapkan dengan semestinya, sebagaimana tercantum dalam 
laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal  
31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam 
Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 
2008 sehubungan dengan perubahan metode pengakuan pendapatan bunga dan rekonsiliasi 
data nasabah joint financing dan yang tidak tercantum dalam Prospektus Perseroan,  telah 
diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh 
IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya juga tidak tercantum dalam 
Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 
2008 sehubungan dengan perubahan metode pengakuan pendapatan bunga dan rekonsiliasi data 
nasabah joint financing dan yang tidak tercantum dalam Prospektus Perseroan,  telah diaudit oleh 
KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwantono, Suherman & Surja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum 
dilakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, yang laporannya 
sebelum penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas juga tidak tercantum 
dalam Prospektus Perseroan.
Neraca Konsolidasian

 (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
31 Desember

2010 2009 2008* 2007* 2006*
ASET     
        
Kas  1.702.224 1.432.055 1.767.742 1.259.515 822.572 
        
Giro pada BI 3.615.031 6.188.335 2.712.139 3.096.303 3.208.114 
        
Giro pada bank lain     

Pihak terkait 470 -   6 82.664 54,829 
Pihak ketiga 376.949 1.102.781 461.458 146.170 542,546 

    377.419 1.102.781 461.464 228.834 597.375 
Dikurangi:     

Penyisihan kerugian penurunan 
nilai (368)  (11.166)  (5.447)  (1.812)  (5.350)

Giro pada bank lain - bersih 377.051 1.091.615 456.017 227.022 592.025 

Keterangan
31 Desember

2010 2009 2008* 2007* 2006*
        
Penempatan pada Bank     

 Indonesia dan bank lain     
Pihak terkait - -   -   602 706.745 
Pihak ketiga 5.619.810 1.399.699 2.089.611 1.696.210 3.176.282 

    5.619.810 1.399.699 2,089,611 1.696.812 3.883.027 
Dikurangi:     

 Penyisihan kerugian 
penurunan nilai -  (7.501)  (11.546)  (16.231)  (37.659)

Penempatan pada BI dan bank 
lain - bersih 5.619.810 1.392.198 2.078.065 1.680.581 3.845.368 

Efek-efek yang diperdagangkan 577.730 9.908 56.371 -   197.410 

        
Investasi Keuangan     

 Pihak terkait - 1.100 1.100 261.254 280.310 
 Pihak ketiga 6.796.015 9.535.395 9.102.172 13.406.881 15.865.883 

    6.796.015 9.536.495 9.103.272 13.668.135 16.146.193 
Dikurangi:     

Penyisihan kerugian penurunan 
nilai (118.438)  (218.560)  (28.745)  (20.398)  (32.662)

Investasi keuangan - bersih 6.677.577 9.317.935 9.074.527 13.647.737 16.113.531 
        
Efek-efek yang dibeli dengan janji 
dijual kembali - -   -   46.723 -   
Dikurangi:     

Pendapatan bunga yang belum 
diamortisasi - -   -    (25) -   

Efek-efek yang dibeli dengan janji 
dijual kembali - bersih - -   -   46.698 -   

        
Tagihan derivatif     
 Pihak terkait 76 2.901 -   1.222 54 
 Pihak ketiga 12.066 15.580 143.135 13.200 5.837 
    12.142 18.481 143,135 14.422 5,891 
Dikurangi:     
 Penyisihan kerugian penurunan nilai -  (152)  (690)  (40)  (61)
Tagihan derivatif - bersih 12.142 18.329 142.445 14.382 5.830 
        
Kredit yang diberikan     
 Pihak terkait 43.368 32.791 30.746 178.260 40.109 
 Pihak ketiga 50.138.497 37.337.491 35.214.479 28.314.291 21.657.723 
    50.181.865 37.370.282 35.245.225 28.492.551 21.697.832 
Dikurangi:     

Pendapatan biaya transaksi 
ditangguhkan (174.375) - - - -
Penyisihan kerugian penurunan 
nilai (1.351.141)  (870.133)  (900.748)  (586.594)  (669.866)

Kredit yang diberikan - bersih 48.656.349 36.500.149 34.344.477 27.905.957 21.027.966 
        
Piutang pembiayaan konsumen 5.753.223 3.903.254 5.038.619 6.364.657 6.174.396 
Dikurangi:     

 
Pendapatan pembiayaan 

konsumen yang belum diakui (2.199.253)  (1.630.101)  (1.979.933)  (1.904.348)  (1.624.728)

 
Penyisihan kerugian penurunan 

nilai (64.345)  (52.235)  (84.916)  (153.266)  (79.985)
Piutang pembiayaan     
 konsumen - bersih 3.489.625 2.220.918 2.973.770 4.307.043 4.469.683 
        
Tagihan akseptasi 977.591 406.009 614.572 586.644 452.105 
Dikurangi: Penyisihan kerugian     
   penurunan nilai (2.144)  (3.807)  (6.048)  (11.967)  (4.446)
Tagihan akseptasi - bersih 975.447 402.202 608.524 574.677 447.659 
        
Aset pajak tangguhan 362.149 336.848 511.272 203.993 103.622 
        
Aset tetap 1.527.419 1.412.337 1.339.597 1.287.372 1.223.037 
Dikurangi: Akumulasi     
  penyusutan (710.680)  (673.636)  (575.999)  (506.491)  (396.889)
Aset tetap - bersih 816.739 738.701 763.598 780.881 826.148 
        
Aset tidak berwujud - bersih 63.531 76.178 141.879 204.675 154.262 
        
Beban dibayar dimuka dan     
 aset lain-lain - bersih     
 Pihak terkait - -   -   16.562 371 
 Pihak ketiga 2.185.028 1.240.403 1.237.464 1.049.667 1.225.350 
    2.185.028 1.240.403 1.237.464 1.066.229 1.225.721 
JUMLAH ASET 75.130.433 60.965.774 56.868.290 55.015.693 53.039.911 

* Telah disajikan kembali
(dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan  31 Desember 
2010 2009 2008* 2007* 2006*

KEWAJIBAN DAN EKUITAS      
         
KEWAJIBAN      
         
Kewajiban segera 779.618 622.824 317.970 396.409 548.665 
         
Simpanan nasabah      
 Pihak terkait 43.625 35.519 119.824 26.734 64.478 
 Pihak ketiga 59.858.335 47.305.729 43.405.402 36.944.326 37.052.651 
    59.901.960   47.341.248 43.525.226 36.971.060 37.117.129 
         
Simpanan dari bank lain      
 Pihak terkait 26.771 2.305 6.751 111.355 156.306 
 Pihak ketiga 861.022 1.169.344 598.268 2.176.611 1.759.836 
    887.793   1.171.649 605.019 2.287.966 1.916.142 
         
Efek-efek yang dijual dengan      
 janji dibeli kembali      
 Pihak terkait  - -   -   402.069 -   

 Pihak ketiga         
349.166 

             
889.264 

                      
-   

             
601.205 

             
600.000 

        
349.166 

             
889.264 

                      
-   1.003.274              

600.000 
    
Dikurangi: Beban bunga yang belum 
diamortisasi  (13.773) -    (1.205) -   

Efek-efek yang dijual dengan      
 janji dibeli kembali - bersih 349.166   875.491 -   1.002.069 600.000 
         
Kewajiban derivatif      
 Pihak terkait  - -   -   12.809 8.627 
 Pihak ketiga  9.705 22.196 134.804 26.372 1.706 
             9.705   22.196 134.804 39.181 10.333 
         
Kewajiban akseptasi      
 Pihak terkait  107.293 104.817 -   64.505 19.294 
 Pihak ketiga  870.298 301.192 614.572 522.139 432.811 

             
977.591   406.009 614.572 586.644 452.105 

         
Surat berharga yang diterbitkan 1.346.159 1.157.300 1.788.432 2.625.966 1.805.114 
         
Pinjaman diterima      
 Pihak terkait 345.219 717.150 1.087.100 1.513.996 275.417 

 Pihak ketiga 514.618              
470.952 766.113 1.243.292 1.378.602 

    859.837 1.188.102 1.853.213 2.757.288 1.654.019 
         
Estimasi kerugian komitmen      
 dan kontinjensi  32.292 40.789 32.639 22.898 17.889 
         
Hutang pajak  72.833 108.408 81.455 120.517 57.593 
         
Kewajiban pajak tangguhan  58.653 2.649 -   -   57.469 
         
Beban yang masih harus dibayar      
 dan kewajiban lain-lain      
 Pihak terkait  18.246 5.718 9.157 749.764 18.597 
 Pihak ketiga  2.377.384 1.206.791 1.237.242 687.768 1.940.875 

             
2.395.630   1.212.509 1.246.399 1.437.532 1.959.472 

         
Pinjaman subordinasi - 1.389.548 1.607.730 1.381.859 1.320.628 
         

JUMLAH KEWAJIBAN    
67.671.237

  
55.538.722 

   
51.807.459 

  
49.629.389 

  
47.516.558 

    
HAK MINORITAS 229.492 168.093 137.776 127.426 300.489 
         
EKUITAS      
 Modal Saham  3.407.411 3.266.706 3.266.706 3.236.000 3.226.627 
         
Tambahan modal disetor  1.828.428 566.560 566.560 242.746 154.312 
         
Selisih kurs penjabaran      
 laporan keuangan  (18.550)  (15.951)  (11.041) 97.615 102.003 
         
Kerugian yang belum      
 direalisasi atas perubahan nilai      
 wajar investasi keuangan yang tersedia      
 untuk dijual - setelah pajak tangguhan  (198.158)  (356.562)  (882.486)  (143.825) 24.529 
         
Opsi saham - -   -   78.852 67.247 
         
Cadangan umum 30.658 30.658 25.853 21.805 15.467 
         
Saldo laba      
    (Saldo rugi sebesar Rp15.847.851      
    telah dieliminasi melalui      
    kuasi-reorganisasi pada tanggal      
    31 Desember 2003) 2.179.915 1.767.548 1.957.463 1.725.685 1.632.679 
         

JUMLAH EKUITAS     
7.229.704   

    
5.258.959 

    
4.923.055 

    
5.258.878 

    
5.222.864 

         

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS     
75.130.433   

  
60.965.774 

  
56.868.290 

   
55.015.693 

   
53.039.911 

* Telah disajikan kembali
Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2010 2009 2008* 2007* 2006*
PENDAPATAN DAN BEBAN      
     OPERASIONAL      
Pendapatan dan beban bunga      
 Pendapatan bunga 6.474.846 6.113.090 5.828.514 5.384.675 6.040.583 
 Pendapatan provisi dan komisi 75.052 118.818 114.133 115.163 112.456 
 Jumlah pendapatan bunga 6.549.898  6.231.908 5.942.647 5.499.838 6.153.039 
   
 Beban bunga  2.903.116 3.121.199 3.170.768 3.001.829 3.561.496 
 Beban provisi dan komisi  21.693 14.592 15.898 19.332 13.349 
 Jumlah beban bunga 2.924.809   3.135.791 3.186.666 3.021.161 3.574.845 
Pendapatan bunga bersih 3.625.089   3.096.117 2.755.981 2.478.677 2.578.194 
   
Pendapatan/(beban) operasional 
lainnya      
 Pendapatan operasional lainnya:      
 Provisi dan komisi selain dari      
   kredit yang diberikan  267.823 250.751 271.956 351.862 349.237 
 Keuntungan transaksi mata      
   uang asing - bersih 85.285 134.814 183.378 111.043 89.322 

 

Keuntungan/(kerugian) 
penjualan efek-efek yang 
diperdagangkan dan investasi 
keuangan - bersih 76.786  (9.652)  (128.615) 54.673 13.037 

 Pendapatan lainnya 1.515.509 1.197.637 941.849 646.639 559.147 

 
Jumlah pendapatan operasional 
lainnya 1.945.403 1.573.550 1.268.568 1.164.217 1.010.743

        
 Beban operasional lainnya:      

 

Penyisihan kerugian Penurunan 
nilai atas instrumen 
keuangan – bersih  1.232.458 1.664.973 929.092 874.684 691.310 

 Penyisihan kerugian atas      
  aset non-produktif  5.444 16.279 152.448 236.179 4.721 
 Estimasi kerugian      
  komitmen dan kontinjensi  644 11.574 6.014 4.158 1.202 
 Umum dan administrasi  1.984.819 1.657.021 1.440.402 1.288.965 1.463.363 

Penurunan/(kenaikan) nilai efek-
efek yang diperdagangkan 
- bersih  8.776  17.175 (88.590) (14.485)  (8.741) 

 Tenaga kerja 1.571.253 1.265.615 1.189.872 1.005.659 768.856 

 
Jumlah beban operasional 
lainnya   4.803.394    4.632.637    3.629.238    3.395.160   2.920.711 

        

Keterangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2010 2009 2008* 2007* 2006*
Beban operasional lainnya-  

bersih (2.857.991)
   

(3.059.087)
   

(2.360.670)
   

(2.230.943)  (1.909.968)
       

PENDAPATAN OPERASIONAL- 
BERSIH      767.098   

          
37.030 

         
395.311 

        
247.734 

         
668.226 

      

PENDAPATAN NON 
OPERASIONAL - BERSIH 22.638 2.207 241.788 57.149 23,200 

        

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 789.736  39.237 637.099 304.883 691.426 
   
BEBAN PAJAK - BERSIH  (258.610)  (49.889)  (158.052)  (92.620)  (59.204)
HAK MINORITAS (70.137)  (30.317)  (10.350) 140.565  (26.082)

LABA/(RUGI) BERSIH 460.989  (40.969) 468.697 352.828        606.140 
LABA/(RUGI) PER SAHAM 

DASAR (NILAI PENUH) 8 (1) 10 7 13
* Telah disajikan kembali
Rasio Keuangan Penting

Keterangan
31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

tersebut
2010 2009 2008* 2007* 2006*

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan bunga – Bersih(1) 17,09% 12,34% 11,19% -3,86% 9,99%
Pendapatan operasional – 
Bersih(1)

1.971,56% -90,63% 59,57% -62,93% -25,44%

Laba bersih(1) 1.225,21% -108,74% 32,84% -41,79% -16,41%
Jumlah aset(2) 23,23% 7,21% 3,37% 3,73% 5,51%
Jumlah kewajiban(2) 21,85% 7,20% 4,39% 4,45% 5,10%
Jumlah ekuitas(2) 37,47% 6,82% -6,39% 0,69% 10,93%

Permodalan 
CAR (Risiko Kredit dan Risiko 

Operasional) (3)** 12,80% 14,83% 19,79% 21,33% 24,12%
CAR (Risiko Kredit, Risiko 

Operasional dan Risiko 
Pasar) ** 12,65% 14,71% 19,44% 20,19% 23,34%

Kualitas Aset
Aset Produktif bermasalah 

terhadap Total Aset 
Produktif** 2,75% 2,23% 2,00% 2,03% 2,71%

CKPN aset keuangan terhadap 
aset produktif** 2,28% 2,22% 1,93% 1,45% 1,67%

Pemenuhan PPA Produktif** 99,75% 114,38% 111,05% 109,27% 109,44%

Rentabilitas
ROA** 1,01% -0,05% 1,23% 1,12% 1,43%
ROE** 7,16% -0,77% 8,98% 9,48% 19,49%
BOPO** 92,38% 102,64% 94,18% 91,42% 89,82%
NIM** 5,74% 5,69% 5,18% 5,01% 5,14%

Kualitas Kredit
Net NPL** 1,78% 1,57% 1,64% 2,37% 3,85%
Gross NPL ** 3,15% 2,39% 2,75% 3,42% 5,43%

Likuiditas
LDR** 83,18% 78,11% 79,45% 76,10% 57,22%

Kepatuhan (Compliance) 
- Bank

Persentase pelanggaran BMPK 0% 0% 0% 0% 0%
GWM Rupiah**

Utama 8,15% 5,27% 5,14% 9,52% 10,14%
Sekunder*** 14,61% 21,00% - - -

GWM Mata Uang Asing 1,02% 29,61% 7,48% 3,12% 3,04%
PDN(3) 4,60% 4,28% 3,18% 1,30% 4,09%

* Telah disajikan kembali
** Perseroan
*** Berlaku sejak Oktober 2009 
(1)  Dihitung berdasarkan perbandingan angka konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2010 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009; 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2008; tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007; tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2007 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006; dan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2005.

(2)  Dihitung berdasarkan perbandingan angka konsolidasi tanggal 31 Desember 2010 dengan 
tanggal 31 Desember 2009; tanggal 31 Desember 2009 dengan tanggal 31 Desember 2008; 
tanggal 31 Desember 2008 dengan tanggal 31 Desember 2007; tanggal 31 Desember 
2007 dengan tanggal 31 Desember 2006; dan tanggal 31 Desember 2006 dengan tanggal  
31 Desember 2005.

(3) Telah memenuhi persyaratan dan rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian 
hutang.

EKUITAS
Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang bersumber dari laporan 
keuangan konsolidasian auditan Perseroan: (i) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) pada tanggal 31 Desember 
2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah 
disajikan kembali.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus Perseroan telah diaudit 
oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan 
PSAK 50R dan PSAK 55R secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya juga 
tercantum dalam Prospektus Perseroan. 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut  yang tercantum dalam Prospektus Perseroan telah diaudit oleh KAP 
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwantono, Suherman & Surja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang 
laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 
2009 sehubungan dengan penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan dan kewajiban atas 
imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya dan yang tercantum dalam Prospektus Perseroan,  
telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 
oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukan penyajian kembali 
laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, yang laporannya sebelum penyajian kembali 
laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas tidak tercantum dalam Prospektus Perseroan.  
Penyesuaian-penyesuaian atas penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 
tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh 
KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan hasil bahwa penyesuaian-penyesuaian 
tersebut adalah wajar dan telah diterapkan dengan semestinya, sebagaimana tercantum dalam 
laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal  
31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam 
Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 
2008 sehubungan dengan perubahan metode pengakuan pendapatan bunga dan rekonsiliasi 
data nasabah joint financing dan yang tidak tercantum dalam Prospektus Perseroan,  telah 
diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh 
IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya juga tidak tercantum dalam 
Prospektus Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 
2008 sehubungan dengan perubahan metode pengakuan pendapatan bunga dan rekonsiliasi data 
nasabah joint financing dan yang tidak tercantum dalam Prospektus Perseroan,  telah diaudit oleh 
KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwantono, Suherman & Surja) berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum 
dilakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, yang laporannya 
sebelum penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas juga tidak tercantum 
dalam Prospektus Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember
2010 2009 2008* 2007* 2006*

Modal saham 3.407.411 3.266.706 3.266.706 3.236.000 3.226.627 

Tambahan modal disetor
    

1.828.428 566.560 566.560 242.746 154.312 
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan (18.550)  (15.951)  (11.041) 97.615 102.003 
(Kerugian)/Keuntungan yang belum 

direalisasi atas perubahan nilai wajar 
investasi keuangan yang tersedia 
untuk dijual setelah pajak tangguhan (198.158)  (356.562)  (882.486)  (143.825) 24.529 

   
Opsi saham -   -   -   78.852 67.247 
Cadangan umum 30.658 30.658 25.853 21.805 15.467 
Saldo laba 2.179.915 1.767.548 1.957.463 1.725.685 1.632.679 
      
Jumlah Ekuitas 7.229.704 5.258.959   4.923.055   5.258.878   5.222.864 

* Telah disajikan kembali
Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan 
terakhir Perseroan.

PERPAJAKAN
CALON PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN 
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI 
AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN 
MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN 
UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM 
RANGKA EMISI OBLIGASI

Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja
Konsultan Hukum : Melli Darsa & Co.
Notaris : Poerbaningsih Adi Warsito, SH
Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI
1.  Umum
Obligasi Subordinasi dengan Jumlah Pokok sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus 
miliar Rupiah) yang saat ini diterbitkan bernama “Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011” yang 
akan ditawarkan pada tanggal 10 – 12 Mei 2011. Emisi Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan 
setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. 
Penjelasan Obligasi Subordinasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya 
dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penerbitan 
Obligasi Subordinasi dalam Jumlah Pokok sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus 
miliar Rupiah) ini merupakan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Perseroan pertama yang 
dicatatkan pada BEI.
Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi sebagai 
bukti hutang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi 
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI, 
yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan 
dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Pada 
Penitipan Kolektif.  
Obligasi Subordinasi dapat diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan dan perpindahan hak 
kepemilikan Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi 
Subordinasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek 
atau Bank Kustodian. KSEI merupakan suatu badan hukum yang bertugas mengadministrasikan 
penyimpanan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi 
Pada Penitipan Kolektif dan bertugas sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen 
Pembayaran.
Pada tanggal jatuh tempo, Obligasi Subordinasi ini akan dilunasi sepenuhnya sesuai dengan 
Jumlah Pokok yang tertera pada Obligasi Subordinasi. Pelunasan pokok maupun pembayaran 
Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama 
Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian 
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening. KSEI 
akan mendistribusikan pelunasan pokok dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada 
Pemegang Rekening di KSEI melalui Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan 
rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Tanggal Pembayaran Bunga. 
Apabila tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan 
dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
Konfirmasi Tertulis yang merupakan laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi 
Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi 
Subordinasi melalui Pemegang Rekening dan/atau yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan/atau 
oleh Perusahaan Efek kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dan Konfirmasi Tertulis ini menjadi 
dasar untuk pembayaran bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak 
lain yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang 
merupakan Pemegang  Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau untuk atas nama nasabahnya berdasarkan surat kuasa dari Pemegang Obligasi 
Subordinasi. Penarikan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan 
pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Subordinasi ke luar dari Rekening 
Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi Subordinasi tidak dapat dilakukan, kecuali 
apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas 
permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.
2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi 
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar 
Rupiah). 

Harga Penawaran Obligasi Subordinasi 
Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi. 
Bunga Obligasi Subordinasi 
Obligasi Subordinasi memberikan bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun.
Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 
● sedangkan pembayaran bunga terakhir pada tanggal ●. Bunga Obligasi Subordinasi dihitung 
berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 
30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi 
Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal 
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. 
Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. 
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 
Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI
Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi 
akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada 
Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi 
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu pada tanggal ●.
4. JAMINAN 
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta 
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada 
maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi 
ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak 
kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada maupun yang akan ada. Pemegang Obligasi 
Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur preferen, kreditur yang mempunyai 
hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki 
hak tagih yang tidak lebih rendah dari pemegang saham Perseroan.
5. DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi dengan 
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana 
penggunaan dana Emisi. 
6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok 
Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:
6.1.  Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 
a.   Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan 

yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang, diluar kegiatan usaha 
Perseroan; 

b.   Melaksanakan perubahan bidang usaha utama; 
c.   Mengurangi modal dasar dan modal disetor, kecuali jika pengurangan tersebut 

dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/
atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, 
Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun 
otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).  

d.   Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang 
menyebabkan bubarnya Perseroan.

6.2.  Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Angka 6.1 diatas akan diberikan 
oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan 

wajar; 
b.  Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan 

data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah 
permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara 
lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut 
Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/
dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah 
memberikan persetujuannya; dan 

c   Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka 
persetujuan atau penolakan  wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) 
Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali 
Amanat diterima oleh Wali  Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut 
Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali 
Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.  

6.3.   Perseroan berkewajiban untuk: 
a.   Memelihara pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan berada dalam keadaan 

yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh 
akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK  dan/atau laporan keuangan tengah 
tahunan yang tidak diaudit dan/atau laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit 
yang diserahkan kepada Wali Amanat dalam kondisi sehat sesuai dengan ketentuan 
BI; 

b.   Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat 
komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan 
ketentuan BI; 

c.  Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 
d.   Menyetorkan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan Pokok Obligasi 

Subordinasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (in good funds) selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja Bursa sebelum Tanggal  Pembayaran Bunga Obligasi 
Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok  Obligasi Subordinasi. Pembayaran 
Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dilakukan 
kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan foto copy 
bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal 
jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pelunasan Pokok 
Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka 
Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi 
Subordinasi dan/atau melunasi Pokok  Obligasi Subordinasi sebesar 1% (satu persen) 
per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi atas jumlah yang terhutang. 
Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan 
untuk Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi 
Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal 
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir b Peraturan BI No. 10/15/
PBI/2008, yang mensyaratkan persetujuan Bank Indonesia untuk pelunasan Pokok 
Obligasi Subordinasi, dan ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir d PBI No. 10/15/PBI/2008, 
yaitu bahwa penyetoran dana untuk Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau 
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antara periode 
(cummulative) termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi, 
apabila:
i Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi 

Subordinasi tersebut dapat menyebabkan Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum (selanjutnya disingkat ”KPMM”) Perseroan secara individual atau 
KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

ii Perseroan dalam keadaan rugi; atau
iii Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga 

Obligasi Subordinasi tersebut.
e. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan 

keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas 
Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut 
secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya 
permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;

 f.   Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara  tertulis dalam waktu 14 (empat 
belas) Hari Kalender  sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut: 
i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat  mempunyai pengaruh penting dan/

atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan 
dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material (bila ada) serta 
pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan 
Obligasi Subordinasi ini;  

ii.  Setiap pengubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, susunan Direksi dan Komisaris yang telah diberitahukan dan 
diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembagian dividen, 
pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta/dokumen 
sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, 
setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;  

iii.  Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi 
Perseroan atau perkara kepailitan yang dihadapi oleh Anak Perusahaan, 
yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut 
anggapan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara material mempengaruhi 
kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.  

g.   Menyampaikan kepada Wali Amanat: 
i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan 

aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal yang disampaikan kepada  Bapepam dan LK, Bursa Efek dan KSEI, 
salinan dari  pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut 
diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas; 

ii.  Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan 
penerbitan Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan; 

iii.  Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh  akuntan publik yang terdaftar 
di Bapepam dan LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke  
Bapepam dan LK; 

iv.  Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan 
laporan ke Bapepam dan LK; 

v.  Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan 
laporan ke Bursa Efek.  

h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya 
kelalaian sebagaimana  tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau 
adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. 
Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya 
kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur 
tersebut;

i.   Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-
catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan 
Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

j.   Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal hal yang diperlukan untuk 
menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah 
ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia; 

k.   Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan 
usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi 
baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh  perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan; 

l.   Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam 
menjalankan usahanya sebagaimana mestinya; 

m.   Melakukan pemer ingkatan u lang atas Obl igas i  Subord inas i  sesuai 
dengan Peraturan No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat 
Utang yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK  
No. KEP 135/BL/2006 tertanggal 14-12-2006 (empat belas Desember tahun dua 
ribu enam) berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi 
oleh Perseroan. 

7. KELALAIAN PERSEROAN
7.1    Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a.   Angka 7.2. huruf a dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus 
menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis 
dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/
dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan 
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau  

b.   Angka 7.2 huruf f dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 
dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran 
yang berlaku umum, sebagaimana tercantum  dalam teguran tertulis Wali Amanat, 
paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali 
Amanat;  

c.    Angka 7.2 huruf b, c, d, e dan i dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus 
menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan 
kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum  dalam teguran tertulis Wali 
Amanat, paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender setelah diterimanya 
teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau 
tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan  tersebut, yang dapat 
disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

       maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian  atau peristiwa itu 
kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.  

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara 
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat 
akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya 
tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka 
apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah 
yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPO 
berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka 
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan 
penagihan kepada Perseroan.  

7.2.   Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu  atau lebih dari  kejadian-kejadian 
atau hal-hal tersebut di bawah ini:
a.   Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi Pokok Obligasi 

Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga 
Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi; atau 



b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu 
atau lebih ketentuan dalam  Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi  yang 
secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan 
yang berwenang; atau  

d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil 
alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh 
persen)) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi 
Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga 
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau 
status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan 
secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk 
pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian 
Perwaliamanatan; atau 

f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari  BI atau lembaga otoritas 
keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau 
Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum 
yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha 
Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 
atau 

g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan 
oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik 
yang telah  ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai akibat 
kelalaian Perseroan untuk membayar pokok/bunga dari suatu Perjanjian kredit antara 
Perseroan dan kreditur tersebut yang mana oleh karena kelalaian itu maka jumlah 
yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya 
menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk 
membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan 
mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau  

h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang 
apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap  kemampuan 
Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

7.3.   Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat  putusan pailit, Wali 
Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi 
Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang 
Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan 
oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo 
dengan sendirinya.

7.4. Ketentuan-ketentuan dalam angka 7.1 dan angka 7.2 di atas dapat tidak berlaku  apabila 
telah terjadi peristiwa Force Majeure.  

8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI 
Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo 
Obligasi Subordinasi, meskipun berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008, opsi untuk pembelian kembali 
dimungkinkan, antara lain, apabila pembelian kembali di eksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah 
instrumen dikeluarkan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan BI.
9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)
Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan 
berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta 
peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi  dicatatkan: 
9.1. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan angka ini, antara 

lain untuk maksud-maksud sebagai berikut: 
a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau 

untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat  atau untuk mengambil tindakan 
lain. 

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut 
ketentuan-ketentuan Perjanjian  Perwaliamanatan.  

c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang 
Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian 
Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang  berlaku atau menentukan 
potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor: 
VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang 
yang dimuat dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010, 
tanggal 6 September 2010. 

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi 
Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subrodinasi, jumlah pokok 
Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga 
Obligasi Subordinasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, 
jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode 
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena 
adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal 
Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan.

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau 
Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili sekurang-kurangnya 50% (limapuluh 
persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, untuk melakukan 
pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan  
peraturan Pasar Modal dan KSEI.  

f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu 
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil 
tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.  

g. Wali Amanat bermaksud untuk mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak 
termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang  berlaku. 

9.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat 
diselenggarakan bilamana:  
a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili 

paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi 
yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan 
dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk 
diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud 
harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR 
tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi 
yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI 
sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan 
pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah 
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; 

b. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk 
mengadakan RUPO.  

9.3.  Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari  Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan 
tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi 
atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus  memberitahukan 
secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada 
Bapepam dan LK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya 
surat permohonan. 

9.4. Tata Cara RUPO:
a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana 

Obligasi Subordinasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali 
Amanat. 

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 
belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender 
sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO. 

 Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari 
Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diselenggarakannya RUPO 
kedua atau ketiga, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah 
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. 

 RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender 
dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan 
informasi antara lain: 
- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; 
- agenda RUPO; 
- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam 

RUPO; dan 
- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan 

RUPO.
e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk 

mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang 
harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta 
oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan 
atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan 
Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO 
tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk 
Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. 

f. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang 
Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum 
tanggal  penyelenggaraan RUPO. 

g. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli 
KTUR kepada Wali Amanat. 

h. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk 
mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani 
dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

i. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk 
Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.

j. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi 
Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum 
tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang 
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh 
persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang  penyelesaiannya 
jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari 
Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO. 

k.  Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan 
wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki 
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.

l. Pada saat pelaksanaan RUPO:
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi 

yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan 
- Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi 

yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi 
Subordinasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun 
yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

m. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan 
untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil  RUPO serta semua biaya 
penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris 
dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi 
tanggung jawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan 
dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah 
permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh 
Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi Subordinasi, 
Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam 
waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.

o. Dalam hal Obligasi Subordinasi dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten, maka 
suaranya tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran dalam RUPO dan tidak memiliki 
hak suara dalam mengambil keputusan.

9.5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan 

kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: 
(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga 

per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang 
hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO , dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas 
tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO , dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka 
wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai 
berikut:
(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua 

per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan 
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling 
sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir 
dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3  (dua per tiga) dari jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO , dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas 
tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3  (dua per tiga) dari jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO , dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

c. Bila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan 
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
(i) dihadiri oleh Pemegang  Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu 

per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan 
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling 
sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir 
dalam RUPO , dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas 
tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

9.6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, 
diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga 
per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. 
huruf i.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ketentuan angka 
9.4. huruf i.

9.7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan 
terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam 
RUPO.

9.8.  Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO 
dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali 
Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9.9.  Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang 
berlaku.

10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI 
10.1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi 

Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi 
dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. 
Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga 
Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI 
atau peraturan perundang-undangan.

10.2. Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi memperoleh pembayaran denda sebesar 
persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per 
tahun atas jumlah yang wajib dibayar, kecuali ditentukan lain dalam surat BI tentang 
penangguhan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi 
Subordinasi, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk 
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi 
setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi 
dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. 

10.3. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-
sama yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki 
oleh Perseroan dan/atau afiliasinya berhak mengajukan permintaan tertulis kepada 
Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta. 

10.4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan 
sebagai berikut:

a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat 
atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil 
tindakan lain; 

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut 
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; 

c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama 
Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah 
Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Mengambil keputusan sehubungan perubahan jangka waktu Obligasi 
Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata 
cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dan 
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk 
perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat 
Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi 
Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Emiten 
membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi 
Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran 
Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan; 

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan 
atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili paling sedikit 50% (lima 
puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, untuk 
melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan 
ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; 

f. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi 
Subordinasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau 
peraturan perundang-undangan; 

g. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

11. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk 
seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut 
di buat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dan 
dengan pemberitahuan kepada Bapepam dan LK dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. 

12. PEMBERITAHUAN
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Subordinasi  dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya 
apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama 
antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang 
tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani 
serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda 
terima atau dengan faksimili. 

Perseroan:
Nama      :  PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Alamat    :  Plaza BII, Tower 2  Jl. MH. Thamrin No. 51

  :  Jakarta 10350 

Telepon   :  (021) 2300888

Faksimili  :  (021) 31934609 

Untuk perhatian   :  Direksi 

Wali Amanat:
Nama      :  PT Bank  Mandiri (Persero) Tbk  

Alamat    :  Plaza Mandiri Lantai 1

  :  Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38

Telepon   :  (021) 5245161/55, 5275370

Faksimili   :  (021) 5263602, 5275858

Untuk perhatian   :  Capital Market Services Department 

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan 
alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut. 

13. HUKUM YANG BERLAKU
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi berada dan tunduk 
di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

AGEN PEMBAYARAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon: (021) 5299-1099; Faksimili: (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor 
para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi  dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi  
berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT Bahana Securities  

Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190
Tel. (021) 250 5080
Fax. (021) 522 5889

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1220

PT Mandiri Sekuritas 

Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

36-38
Jakarta 12190

Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI
Akan ditentukan kemudian

SETIAP CALON PEMODAL HARAP MEMBACA KETERANGAN 
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI YANG PENJELASAN LEBIH 

LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DI DALAM  
PROSPEKTUS AWAL

8X270


